PERATURAN DALERAH
KOTA SERANG
NOMOR : 7 Tahun 2010

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN l’liLAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DALRAH

TAHUN ANGGARAN 2009
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SERANG,

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang
undang Nomor 32 Tahun 2004 tenlang I’cnwrinu:h.ng Daeraly
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undany, \»mur
Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi  Undang-undang,
Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentany,
Pertanggungjawaban  Pelaksanaan ~ APBD  kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan
yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling,
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

Menimbang B

b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD  scbagaimana
dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Serang,
Tahun Anggaran 2009

Mengingat S [ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007
tentang Pembentukan Kota Serang di Provinst Banten (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748).

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia lahun 1985
Nomor 68, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang,
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik |)ndonesi.-:
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Ne.a

. ta Republib
Indonesia Nomor 3569)

D Und.ang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajok Daerah dan
Retribusi Daerah (I.cmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan [Lembaran Negara Republik Tndonesi,
Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang l
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Repub I
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembar
Indonesia Nomor 4086).

-undano
lik Indonesia
an Nepara Republik
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4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang, Bea Pecolehan Flak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3688).

<f Undang-undang, Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelengaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Tentang, Keuangan Nvgnrg
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara lahun 2004
Nomor 53, Tambahan LLembaran Negara Nomor 4389);

9, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang [I’emeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10.  Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

11.  Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonecsia Nomor
4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 [ahun 2005
tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Ne :
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan e
Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

gara
mbaran

12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang  Perimbangan
Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13.  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan

dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20( ;

11N A
Tambahan Lembaran Ne IHOE 8L,

gara Republik Indonesia Nomor 4090y:
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Menetapkan

PELAKSANAAN ANGG AR

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 | ahun 2()(').)
tentang  Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintal Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005
tentang  Pengelolaan Keuangan  Daerah  (Lembayan Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Le

mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

’

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 ‘Iahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 1ahun 2000
tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2008 tentany,
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kota Seran
Anggaran Pendapatan d
Anggaran 2009

g Nomor 1 Tahun 2009 tentang
an Belanja Daerah Kota Serang Tahun

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 T
Perubahan Anggaran 1

Tahun Anggaran 2009

ahun 2009 tentany,
endapatan dan Belanja Daerah Kota Serang,

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYA T DAERAH KOTA SI RANG

Dan
WALIKOTA SERANG
Memutuskan
PERATURAN DAERAH TENTANG

I’ER’I‘ANGGUNQJs\W/\B/\L\
AN PENDAPATAN DAN

BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan  APBD berupa

fuangan memuat

a. Laporan Realisasi Anggaran
b. Neraca

¢. Laporan Arus Kas
d. Catatan atas Lapor

laporan

an Keuangan

(2) Laporan keuangan seba
dengan laporan kiner;
usaha milik daerah / pe

gaimana dimaksud pada ay
a dan ikhtisar laporan ke
rusahaan daerah.

at (1) dilampir;
uangan badan
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Pasal 2 i i
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hu
tahun anggaran 2009 sebagai berikut :

a. Pendapatan .............. . Rp. 265.004.059.757,00
b Belasja ez il Rp. 254.966.671.141,00 !
Sur;:l]us/defisit Rp. 10.037.388,616,00
c. Pembiayaan ............. .....
. Penerimaan.........  Rp.3.319.169.981,00
- Pengeluaran ..... ..... Rp. 0,00 .
I’embia;fo’aan Neto ... ..... Rp. 3.319.169.981,00
Sisa Lebih Pembiayaan ) st
Anggaran (SILPA)....... Rp. 13.356.238.597,
Pasal 3 -
Uraian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai
berikut :

(1) Selisih  anggaran  dengan  realisasi  pendapatan  sejumlah
Rp. (9.871.845.169,00) dengan rincian sebagai berikut : W
a. Anggaran pendapatan setelah perubahan ~ Rp.255.132.214.588,00

b. Realisasi Rp.265.004.059.757,00 -
Selisih lebih/ (kurang) Rp. (9.871.345.169,00)
(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp. 3.480.543.447,00 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp.258.447.214.588,00
b. Realisasi Rp.254.960.0:'1.141,00 -
Selisih lebih/ (kurang) Rp. 3.480.543.447,00

(3) Selisih  anggaran dengan realisasi surplus/defisit  sejumlah
Rp.(13.352.388.616,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Surflus/defisit setelah perubahan Rp. (3.315.000.000,00)
b. Realisasi Rp. 10.037.388.616,00 -
Selisih lebih/ (kurang) Rp.(13.352.588.616,00)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiay
Rp.(4.169.981,00) dengan rincian sebagai berikut - ’
a. Anggaran penerimaan pembiayaan
setelah perubahan
b. Realisasi

aan sejumlah

Rp. 3.315.000.000,00
N Rp. 3.319.169 981,00 -
Selisih lobih/(kurang) Rp.  (4.169 98] ,00)

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiay

aan sej
Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut : e
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan R
b. Realisasi Rpp: ggg
Selisih lebih/ (kurang) Rp. e T)J(]()
ol
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Lampiran 1.9 :  Daftar realisasi penambahan dan
pengurangan aset lainnya;

Lampiran 1.10 ¢ Daftar kegiatan-kegiatan  yang belum
diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran

berikutnya;
Lampiran [.11 :  Daftar dana cadangan daerah; dan
Lampiran [.12 :  Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
b.  LampiranII :  Neraca
C Lampiran III :  Laporan arus kas
d.  Lampiran [V :  Catatan atas laporan keuangan
Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)
terdiri dari :
a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V peraturan daerah ini
b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan
daerah tercantum dalam Lampiran VI peraturan daerah ini.

Pasal 9
Walikota menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal: 21 September 2010

WALIKOTA SERANG

H. BUNYAMIN

Diundangkan di Serang
ada tanggal 22 Septembper 2010

H. SULHI, SH. M.Si
P. 19570415 198603 1 011

............
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